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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pengangkatan anak 

beserta dampak hukumnya di masyarakat Kecamatan Siantan, Kabupaten 

Kepulauan Anambas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa alasan 

diantaranya menyebutkan bahwa pengangkatan anak karena tidak 

mempunyai anak dalam pernikahan yang sudah berlangsung 

bertahun-tahun, dan mengangkat anak untuk menolong saudaranya 

yang kurang mampu secara ekonomi untuk membesarkan anaknya. 

Dari praktik pengangkatan anak tersebut biasanya bertujuan untuk 

meneruskan keturunan orang tua angkat, sebagai teman selama hidup, 

dan agar ada yang membantu dan mengurusnya di hari tua. 

2. Faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Siantan Kabupaten 

Kepulauan Anambas mengangkat anak diluar penetapan pengadilan 

dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur 

pengangkatan anak yang terlihat dari ketidaktahuan tentang akibat 

hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan 

tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan 

bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat 

rumit dan memakan waktu yang lama sehingga lebih memilih untuk 

tidak menggunakan jalur tersebut. 

3. Dampak dari pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Siantan 

Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa masyarakat yang mengangkat anak ada yang 

berdampak pada pemutusan nasab atas orang tua kandungnya yang 

secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan dalam syari’at Islam, 
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namun ada pula yang tidak berimplikasi pada pemutusan nasab 

karena dalam pengangkatannya hanya sebatas pemeliharaan demi 

kesejahteraan anak, hal ini mengarah pada ajaran Rasulullah saw. 

yang mengangkat anak tetapi tidak menasabkan anak angkat kepada 

orang tua angkat. Hanya saja kesemuanya tidak mengikuti prosedur 

dari perundang-undang dengan tidak meminta penetapan dari 

pengadilan yang berakibat pada Akta kelahiran anak serta status anak 

dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis sebagai anak kandung bukan 

sebagai anak angkat.  

 

B. Saran-saran  

Setelah membahas permasalahan mengenai praktik pengangkatan 

anak dan dampaknya terhadap nasab orang tua kandung di Kecamatan 

Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa saran yang 

ingin disampaikan sebagai berikut:  

1. Mengingat praktik pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan 

Siantan yang sering menyamakan kedudukan anak angkat dengan 

anak kandung serta menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, 

perlu diberikan pemahaman dan edukasi mengenai hak-hak anak 

angkat menurut hukum Islam. Termasuk di dalamnya penjelasan 

mengenai perwalian anak angkat agar masyarakat yang melakukan 

pengangkatan tidak menyematkan nasab anak angkat kepada orang 

tua angkat, sebab tindakan tersebut dilarang dalam ajaran agama.  

2. Mengingat adanya ketidakjelasan dan ambiguitas dalam perlakuan 

terhadap anak angkat yang sering disamakan dengan anak kandung, 

dan mempertimbangkan prinsip suci-nya nasab, perlu diterapkan 

tata cara yang bijaksana agar hubungan nasab tidak terputus serta 

kepastian hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat 

terjamin. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan anak 

hendaknya mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan melalui jalur hukum resmi supaya 

memperoleh kepastian hukum yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Penting bagi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi dan 

penyuluhan terkait pengangkatan anak sesuai dengan ajaran Islam 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan 

agar masyarakat Desa Bantarjati khususnya dapat memahami 

dengan baik prosedur pengangkatan anak yang benar. Selain itu, 

pejabat setempat (seperti kelurahan) diharapkan memiliki kepekaan 

dan perhatian aktif terhadap kondisi masyarakat, tidak hanya 

menunggu adanya laporan atau kejadian negatif, sehingga 

penyimpangan yang terjadi dapat segera dicegah dan diperbaiki. 

4. Bagi masyarakat yang sudah melakukan praktik pengangkatan anak 

tanpa prosedur yang sesuai, disarankan untuk segera melakukan 

legalisasi melalui pengadilan agar status pengangkatan tersebut 

mendapat pengesahan hukum yang sah.   
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